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Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan 

normatif tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga berfungsi 

menanamkan nilai moral, tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran terhadap 

kepentingan publik melalui praktik nyata dalam kehidupan sekolah. Salah satu 

praktik kelembagaan yang relevan dengan nilai-nilai kewarganegaraan adalah 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai dana publik yang 

bersumber dari negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan transparansi 

pengelolaan dana BOS sebagai praktik PPKn dan pendidikan moral di SD Eka Tjipta 

01 Telen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan 

kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru, serta studi dokumentasi terhadap RKAS 

dan laporan penggunaan dana BOS. Analisis data dilakukan menggunakan model 

interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan 

teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Eka Tjipta 

01 Telen telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mencerminkan upaya membangun 

akuntabilitas publik. Praktik transparansi yang diterapkan berkontribusi dalam 

menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan sebagai bagian dari 

pembelajaran kewarganegaraan. Namun demikian, partisipasi warga sekolah dalam 

memaknai pengelolaan dana BOS sebagai sarana pembelajaran PPKn masih perlu 

diperkuat agar internalisasi nilai kewarganegaraan dapat berlangsung secara lebih 

optimal. 
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Strengthening the Transparency of BOS Funds as a Civic Education Practice at 

SD Eka Tjipta 01 Telen. Civics education is not merely oriented toward normative 

knowledge of citizens’ rights and obligations, but also functions to instill moral 

values, responsibility, honesty, and public awareness through concrete practices in 

school life. One institutional practice closely related to civic values is the 

management of School Operational Assistance (BOS) funds as public funds provided 

by the state. This study aims to analyze the strengthening of transparency in BOS 

fund management as a practice of Civics Education and moral education at SD Eka 

Tjipta 01 Telen. This research employed a qualitative approach using a case study 

design. Data were collected through observation, in-depth interviews with the 

principal, BOS treasurer, and teachers, as well as documentation studies of the 

School Activity and Budget Plan (RKAS) and BOS financial reports. Data analysis 

was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of 

data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured 

through source and technique triangulation. The findings indicate that BOS fund 

management at SD Eka Tjipta 01 Telen has been implemented in accordance with 

applicable regulations and demonstrates a commitment to building public 

accountability. The transparency practices applied contribute to fostering honesty, 

responsibility, and openness as core values of civic education. However, the 

participation of school stakeholders in interpreting BOS fund management as a 

learning medium for Civics Education still requires further strengthening to ensure 

optimal internalization of civic values. 
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PENDAHULUAN  

Pendidikan kewarganegaraan merupakan 

salah satu pilar fundamental dalam sistem 

pendidikan nasional yang memiliki peran 

strategis dalam membentuk warga negara yang 

berkarakter, demokratis, bertanggung jawab, 

serta memiliki kesadaran moral terhadap 

kehidupan berbangsa dan bernegara (Silitonga 

dkk., 2025). Melalui pendidikan 

kewarganegaraan, peserta didik diarahkan untuk 

memahami posisi dan perannya sebagai bagian 

dari bangsa dan negara, sekaligus menyadari 

pentingnya nilai kebersamaan, keadilan, serta 

tanggung jawab sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pendidikan kewarganegaraan 

menjadi wahana strategis untuk menyiapkan 

generasi muda agar mampu hidup berdampingan 

dalam masyarakat yang majemuk, menjunjung 

nilai demokrasi, serta menghormati kepentingan 

publik dalam setiap tindakan yang dilakukan 

(Labetubun dkk., 2022). 

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya 

diarahkan untuk membekali peserta didik 

dengan pengetahuan mengenai sistem 

kenegaraan, nilai-nilai Pancasila, dan konstitusi, 

tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran 

sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan 

beretika dalam kehidupan sosial (Mubaraq & 

Faslah, 2025). Dalam konteks masyarakat 

demokratis, pendidikan kewarganegaraan 

menjadi sarana penting untuk menyiapkan 

generasi muda agar mampu berpartisipasi secara 

bertanggung jawab dalam kehidupan publik, 

mengambil keputusan secara etis, serta 

menghormati nilai keadilan, kebersamaan, dan 

kepentingan umum. Dengan demikian, 

pendidikan kewarganegaraan memiliki dimensi 

kognitif, afektif, dan perilaku yang saling 

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. 

Lebih jauh, pendidikan kewarganegaraan 

tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mata 

pelajaran yang berorientasi pada penguasaan 

konsep normatif mengenai Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, serta hak dan kewajiban warga 

negara (Sukmawati & Syudirman, 2023). 

Pendidikan kewarganegaraan juga menekankan 

pada pembentukan sikap, nilai, dan perilaku 

kewargaan yang tercermin dalam praktik 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan tidak berhenti 

pada pemahaman konsep, tetapi harus mampu 

mendorong peserta didik untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai 

kewarganegaraan dalam tindakan nyata 

(Pitoewas dkk., 2021). Oleh karena itu, 

pendidikan kewarganegaraan perlu dipahami 

sebagai proses pendidikan yang bersifat holistik, 

integratif, dan kontekstual. 

Sebagai proses yang holistik dan 

kontekstual, pendidikan kewarganegaraan 

berlangsung secara berkelanjutan melalui 

berbagai pengalaman belajar yang dialami 

peserta didik (Setiawan dkk., 2022). Pengalaman 

tersebut tidak hanya terjadi di ruang kelas 

melalui kegiatan pembelajaran formal, tetapi 

juga terwujud dalam praktik sosial, interaksi 

antarwarga sekolah, serta budaya organisasi 

yang hidup dan berkembang di lingkungan 

sekolah. Dengan demikian, sekolah memiliki 

peran penting sebagai ruang pembelajaran 

kewarganegaraan yang nyata, tempat peserta 

didik belajar melalui pengalaman langsung dan 

keteladanan. 

Dalam perspektif pendidikan, sekolah 

memiliki peran yang sangat strategis sebagai 

wahana utama pembentukan karakter 

kewarganegaraan peserta didik (Ali dkk., 2025) 

. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga 

transfer pengetahuan akademik, tetapi juga 

sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya 

proses internalisasi nilai, pembentukan sikap, 

dan pengembangan perilaku sosial warga 

sekolah. Melalui berbagai aktivitas 

kelembagaan, kebijakan sekolah, serta pola 

hubungan antarwarga sekolah, peserta didik 

memperoleh pengalaman konkret mengenai 

bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan 

diterapkan dalam kehidupan bersama. 

Sekolah menjadi laboratorium sosial 

tempat pendidikan kewarganegaraan 

dipraktikkan secara nyata. Di dalam lingkungan 

sekolah, peserta didik belajar tentang aturan, 

tanggung jawab, kerja sama, serta kepedulian 

terhadap kepentingan bersama (Maresi & 

Basoeki, 2024). Pengalaman-pengalaman 

tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

pembentukan karakter kewarganegaraan peserta 

didik, karena nilai-nilai tidak hanya diajarkan, 

tetapi juga dialami dan dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sekolah sebagai institusi pendidikan 

formal juga memiliki tanggung jawab moral 

untuk menciptakan lingkungan yang mendukung 

tumbuhnya nilai-nilai demokrasi, kejujuran, 

tanggung jawab, dan kepedulian terhadap 

kepentingan publik. Lingkungan sekolah yang 

dikelola secara transparan, partisipatif, dan 

akuntabel akan memberikan pengalaman 
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kewarganegaraan yang bermakna bagi seluruh 

warga sekolah (Wahidin & Devi, 2024). Dalam 

lingkungan seperti ini, guru dan tenaga 

kependidikan tidak hanya berperan sebagai 

pendidik, tetapi juga sebagai teladan dalam 

menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan 

melalui tindakan, keputusan, dan kebijakan yang 

diambil dalam kehidupan kelembagaan sekolah. 

Salah satu aspek penting dalam kehidupan 

kelembagaan sekolah yang memiliki keterkaitan 

langsung dengan nilai-nilai kewarganegaraan 

adalah pengelolaan dana publik di sekolah, 

khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). Dana BOS merupakan dana yang 

bersumber dari pemerintah dan dialokasikan 

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan 

dasar (Narek dkk., 2026). Oleh karena itu, 

pengelolaan dana BOS tidak hanya bersifat 

administratif dan teknis, tetapi juga mengandung 

dimensi moral, etika, dan kewarganegaraan yang 

melekat sebagai dana publik. 

Sebagai dana publik, penggunaan dana 

BOS menuntut adanya prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan tanggung jawab publik 

sebagai bentuk pertanggungjawaban 

penggunaan dana negara kepada masyarakat 

(Rachman dkk., 2022). Setiap keputusan terkait 

penggunaan dana BOS mencerminkan sikap dan 

nilai yang dianut oleh pengelola sekolah 

(Kemendikbud, 2021). Dalam konteks ini, 

pengelolaan dana BOS menjadi cerminan 

praktik kewarganegaraan yang berlangsung di 

lingkungan sekolah. 

Dalam perspektif pendidikan 

kewarganegaraan, pengelolaan dana BOS yang 

transparan dan akuntabel dapat dipandang 

sebagai bentuk praktik kewarganegaraan dalam 

kehidupan sekolah (Sartika dkk., 2025). Melalui 

praktik tersebut, sekolah menunjukkan 

bagaimana nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, 

dan tanggung jawab publik diterapkan dalam 

pengelolaan sumber daya bersama. Guru dan 

tenaga kependidikan yang terlibat dalam 

pengelolaan dana BOS tidak hanya menjalankan 

fungsi administratif, tetapi juga menjalankan 

peran sebagai warga negara yang bertanggung 

jawab dalam mengelola dana publik (Abdillah 

dkk., 2025). 

Sementara itu, peserta didik dapat 

memperoleh pembelajaran kewarganegaraan 

secara tidak langsung melalui keteladanan dan 

budaya sekolah yang ditampilkan (Utami dkk., 

2022). Peserta didik belajar memahami nilai-

nilai kewarganegaraan bukan hanya dari materi 

pembelajaran, tetapi juga dari praktik nyata yang 

mereka amati dalam kehidupan sekolah sehari-

hari. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS 

berpotensi menjadi media pembelajaran 

kewarganegaraan yang kontekstual dan 

bermakna. 

Dalam kajian administrasi dan 

manajemen pendidikan, sekolah dipahami 

sebagai sebuah organisasi sosial yang di 

dalamnya terdapat interaksi yang kompleks 

antara struktur organisasi, budaya sekolah, nilai-

nilai yang dianut, serta kepemimpinan (Hoy & 

Miskel, 2013). Praktik pengelolaan keuangan 

sekolah, termasuk pengelolaan dana BOS, 

sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dan budaya organisasi yang 

berkembang (Abas & Ngiu, 2022). 

Kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai 

kejujuran, keterbukaan, dan integritas akan 

mendorong terciptanya budaya sekolah yang 

sehat dan berorientasi pada nilai moral serta 

kepentingan publik. 

Sergiovanni (2007) menegaskan bahwa 

kepemimpinan pendidikan tidak hanya berkaitan 

dengan efektivitas manajerial dan pencapaian 

tujuan organisasi, tetapi juga berkaitan erat 

dengan kepemimpinan moral yang 

menempatkan nilai, etika, dan tanggung jawab 

sebagai landasan utama dalam pengelolaan 

sekolah. Dalam konteks ini, kepala sekolah tidak 

hanya berperan sebagai manajer administratif, 

tetapi juga sebagai pemimpin moral yang 

memberikan teladan dalam penerapan nilai-nilai 

kewarganegaraan melalui kebijakan dan praktik 

kelembagaan sekolah (Soro dkk., 2024). 

Namun demikian, dalam praktiknya, 

pengelolaan dana BOS di sekolah sering kali 

dipahami secara terbatas sebagai kewajiban 

administratif yang harus dipenuhi sesuai dengan 

regulasi yang berlaku (Rusadi dkk., 2025). 

Fokus pengelolaan dana BOS sering kali 

terpusat pada pemenuhan aspek teknis pelaporan 

dan pertanggungjawaban keuangan, sementara 

dimensi edukatif dan nilai kewarganegaraan 

yang terkandung di dalamnya kurang 

mendapatkan perhatian. Pemahaman yang 

semata-mata administratif ini berpotensi 

mengabaikan peran strategis pengelolaan dana 

BOS sebagai sarana pendidikan 

kewarganegaraan yang kontekstual. 

Padahal, apabila dimaknai secara lebih 

luas, pengelolaan dana BOS memiliki potensi 

besar untuk dijadikan sebagai wahana 

pembelajaran kewarganegaraan yang konkret 

dalam kehidupan sekolah. Melalui keterbukaan 

informasi, partisipasi warga sekolah, dan 
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akuntabilitas penggunaan dana, sekolah dapat 

menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan secara 

nyata dan berkelanjutan. Dengan demikian, 

pengelolaan dana BOS tidak hanya berfungsi 

sebagai instrumen pendukung operasional 

sekolah, tetapi juga sebagai media pembelajaran 

nilai moral, tanggung jawab publik, dan 

kepedulian terhadap kepentingan bersama (Elita 

dkk., 2025).  

Oleh karena itu, diperlukan upaya 

penguatan transparansi dana BOS agar 

pengelolaannya tidak hanya memenuhi aspek 

kepatuhan regulatif, tetapi juga berkontribusi 

secara signifikan terhadap pembentukan nilai 

kewarganegaraan dan pendidikan moral di 

lingkungan sekolah. Transparansi dalam 

pengelolaan dana BOS dapat menjadi pintu 

masuk bagi sekolah untuk mengembangkan 

budaya keterbukaan, kejujuran, dan tanggung 

jawab sebagai bagian dari kehidupan bersama  . 

Upaya ini sejalan dengan tujuan pendidikan 

kewarganegaraan yang menekankan pentingnya 

pembentukan warga negara yang berintegritas 

dan bertanggung jawab. 

SD Eka Tjipta 01 Telen merupakan salah 

satu sekolah dasar penerima dana BOS yang 

telah melaksanakan pengelolaan dana sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah ini 

memiliki potensi untuk mengembangkan praktik 

pengelolaan dana BOS sebagai bagian dari 

pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual. 

Melalui penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, 

sekolah dapat menanamkan nilai tanggung 

jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap 

kepentingan publik kepada seluruh warga 

sekolah (Pemerintah Pusat, 2003) . Guru tidak 

hanya berperan sebagai pengajar di kelas, tetapi 

juga sebagai warga negara yang terlibat 

langsung dalam praktik pengelolaan dana 

publik, sementara siswa memperoleh 

pembelajaran nilai kewarganegaraan secara 

tidak langsung melalui budaya sekolah yang 

ditampilkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini difokuskan pada penguatan 

transparansi pengelolaan dana BOS sebagai 

praktik pendidikan kewarganegaraan di SD Eka 

Tjipta 01 Telen. Penelitian ini penting dilakukan 

untuk memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai bagaimana praktik 

pengelolaan dana publik di sekolah dapat 

berfungsi sebagai sarana pendidikan 

kewarganegaraan dan pendidikan moral. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoretis dan praktis bagi 

pengembangan kajian pendidikan 

kewarganegaraan, khususnya dalam konteks 

pendidikan dasar dan manajemen sekolah yang 

berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan 

kewarganegaraan. Kebaruan penelitian ini 

terletak pada pemaknaan pengelolaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah tidak hanya 

sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai 

praktik nyata Pendidikan Kewarganegaraan 

yang berfungsi menanamkan nilai moral, 

tanggung jawab publik, dan akuntabilitas dalam 

kehidupan sekolah. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan desain studi kasus untuk 

memahami secara mendalam praktik 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) sebagai fenomena sosial dan edukatif 

yang berkaitan dengan nilai-nilai 

kewarganegaraan dan moral. Desain studi kasus 

dipilih karena memungkinkan pengkajian yang 

kontekstual dan komprehensif terhadap praktik 

transparansi dana BOS dalam kehidupan 

sekolah. 

Penelitian dilaksanakan di SD Eka Tjipta 

01 Telen, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai 

Timur, Kalimantan Timur. Sekolah dipilih 

secara purposive dengan pertimbangan sebagai 

penerima dana BOS dan memiliki karakteristik 

yang relevan untuk dikaji dalam perspektif 

pendidikan kewarganegaraan. Subjek penelitian 

meliputi kepala sekolah, bendahara BOS, dan 

guru yang terlibat dalam pengelolaan serta 

pemanfaatan dana BOS. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara mendalam semi-

terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi 

digunakan untuk mengamati praktik pengelolaan 

dana BOS dan interaksi warga sekolah. 

Wawancara dilakukan untuk menggali 

pemahaman dan pengalaman informan terkait 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana 

BOS. Studi dokumentasi dilakukan dengan 

menelaah RKAS, laporan penggunaan dana 

BOS, serta dokumen pendukung lainnya. 

Analisis data dilakukan menggunakan 

model analisis interaktif Miles dan Huberman 

yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga 

melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik 

untuk meningkatkan kredibilitas temuan 

penelitian (Miles dkk., 2014). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini diperoleh melalui 

rangkaian kegiatan pengumpulan data yang 

dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan 

melalui observasi lapangan, wawancara 

mendalam, serta studi dokumentasi terhadap 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) di SD Eka Tjipta 01 Telen. Proses 

pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

gambaran yang utuh dan mendalam mengenai 

bagaimana praktik pengelolaan dana BOS 

dilaksanakan dalam kehidupan sekolah sehari-

hari serta bagaimana praktik tersebut 

berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai 

pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan 

moral. Data yang diperoleh dari berbagai sumber 

dianalisis secara cermat untuk menggambarkan 

kondisi faktual di lapangan, sehingga temuan 

penelitian disajikan secara deskriptif tanpa 

memberikan penilaian normatif yang berlebihan, 

melainkan berfokus pada pemaknaan empiris 

terhadap praktik yang berlangsung di sekolah. 

 

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SD 

Eka Tjipta 01 Telen 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan 

telaah terhadap dokumen perencanaan sekolah, 

pengelolaan dana BOS di SD Eka Tjipta 01 

Telen dilaksanakan melalui tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang 

terstruktur dan berkesinambungan. Tahap 

perencanaan diawali dengan penyusunan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

(RKAS) yang disesuaikan dengan kebutuhan 

operasional sekolah serta program pembelajaran 

yang akan dilaksanakan dalam satu tahun 

anggaran. Penyusunan RKAS dilakukan dengan 

mempertimbangkan prioritas kebutuhan 

sekolah, terutama yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas pembelajaran, pemenuhan 

sarana dan prasarana, serta kegiatan pendukung 

lainnya yang relevan dengan proses pendidikan. 

Dokumen RKAS yang dianalisis 

menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan 

dana BOS telah dirancang secara sistematis dan 

terarah. Setiap komponen anggaran 

dicantumkan secara rinci sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, baik dari sisi jenis 

kegiatan maupun besaran anggaran yang 

dialokasikan. Perencanaan yang tertata ini 

menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa 

penggunaan dana BOS berjalan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan serta 

meminimalkan potensi penyimpangan dalam 

pelaksanaannya. Selain itu, perencanaan yang 

jelas juga memudahkan pihak sekolah dalam 

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 

penggunaan dana BOS. 

Pada tahap pelaksanaan, dana BOS 

digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan 

sekolah, termasuk pengadaan alat dan bahan 

pembelajaran, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, serta kegiatan operasional lainnya 

yang menunjang proses pendidikan. Hasil 

wawancara dengan informan menunjukkan 

bahwa penggunaan dana BOS diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan riil sekolah dan 

mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran. 

Pelaksanaan penggunaan dana dilakukan secara 

bertahap dan disesuaikan dengan rencana 

anggaran yang telah disusun sebelumnya, 

sehingga penggunaan dana dapat dikontrol dan 

disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan 

sekolah. 

Tahap pelaporan merupakan bagian akhir 

dari rangkaian pengelolaan dana BOS yang 

dilakukan secara berkala sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas dana publik yang 

diterima sekolah. Sekolah menyusun laporan 

penggunaan dana BOS berdasarkan bukti-bukti 

penggunaan dana yang terdokumentasi dengan 

baik dan disesuaikan dengan format yang telah 

ditentukan. Hasil analisis dokumen 

menunjukkan bahwa laporan penggunaan dana 

BOS disusun secara sistematis dan 

mencerminkan kesesuaian antara perencanaan 

dan realisasi penggunaan dana. Pelaporan yang 

tertib ini menunjukkan adanya upaya sekolah 

untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana publik. 

 

Praktik Transparansi dalam Pengelolaan 

Dana BOS 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD 

Eka Tjipta 01 Telen telah menerapkan praktik 

transparansi dalam pengelolaan dana BOS. 

Transparansi diwujudkan melalui penyampaian 

informasi mengenai penggunaan dana BOS 

kepada pihak-pihak terkait di lingkungan 

sekolah. Informasi tersebut disampaikan melalui 

forum internal sekolah, seperti rapat, serta 

melalui dokumen-dokumen administrasi yang 

dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. 

Praktik ini menunjukkan adanya upaya sekolah 

untuk membuka akses informasi terkait 

pengelolaan dana publik. 

Wawancara dengan kepala sekolah dan 

bendahara BOS menunjukkan adanya komitmen 

untuk menjaga keterbukaan informasi terkait 

penggunaan dana BOS. Keterbukaan ini 
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dimaksudkan untuk membangun kepercayaan 

warga sekolah terhadap pengelolaan dana publik 

serta menciptakan suasana kerja yang transparan 

dan akuntabel. Praktik transparansi yang 

dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek 

administratif, tetapi juga diarahkan untuk 

menumbuhkan kesadaran bersama mengenai 

pentingnya tanggung jawab dalam mengelola 

dana yang bersumber dari pemerintah. 

Meskipun demikian, temuan penelitian 

juga menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan 

dan pemahaman warga sekolah terhadap 

pengelolaan dana BOS masih bervariasi. 

Sebagian guru telah memahami secara cukup 

rinci mengenai mekanisme penggunaan dana 

BOS, sementara sebagian lainnya hanya 

memahami secara umum tanpa terlibat langsung 

dalam proses perencanaan dan evaluasi. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa praktik transparansi 

telah berjalan, namun masih memerlukan 

penguatan agar dapat melibatkan partisipasi 

warga sekolah secara lebih luas dan merata. 

Dalam konteks ini, transparansi dana BOS 

tidak hanya dipahami sebagai penyampaian 

informasi secara satu arah, tetapi juga sebagai 

proses pembelajaran kolektif mengenai 

pengelolaan dana publik. Praktik keterbukaan 

yang dilakukan sekolah memberikan 

pengalaman nyata tentang bagaimana prinsip 

kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab 

diterapkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. 

Dengan demikian, transparansi menjadi bagian 

dari budaya sekolah yang berkontribusi terhadap 

pembentukan nilai-nilai pendidikan 

kewarganegaraan. 

 

Peran Kepala Sekolah dan Guru dalam 

Pengelolaan Dana BOS 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepala sekolah memiliki peran yang sangat 

penting dalam pengelolaan dana BOS di SD Eka 

Tjipta 01 Telen. Kepala sekolah berperan 

sebagai pengambil keputusan utama, pengawas 

pelaksanaan penggunaan dana, serta 

penanggung jawab akhir atas pengelolaan dana 

BOS. Dalam menjalankan perannya, kepala 

sekolah memastikan bahwa setiap penggunaan 

dana BOS sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan dan mematuhi ketentuan yang 

berlaku. 

Peran kepemimpinan kepala sekolah 

tercermin dalam upaya menjaga keteraturan 

administrasi dan memastikan akuntabilitas 

pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah juga 

berperan dalam mengoordinasikan pihak-pihak 

yang terlibat dalam pengelolaan dana, termasuk 

bendahara dan guru. Koordinasi ini penting 

untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS 

berjalan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan 

mendukung kegiatan pembelajaran secara 

optimal. Hal ini menunjukkan adanya 

kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan dana publik di lingkungan sekolah. 

Guru berperan sebagai pihak yang 

memanfaatkan dana BOS dalam kegiatan 

pembelajaran. Dana BOS digunakan untuk 

mendukung penyediaan sarana dan fasilitas yang 

diperlukan dalam proses belajar mengajar. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa guru 

memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Meskipun guru tidak seluruhnya terlibat dalam 

aspek teknis pengelolaan dana, keterlibatan guru 

dalam pemanfaatan dana BOS memberikan 

pengalaman praktis mengenai penggunaan dana 

publik untuk kepentingan pendidikan (Effendy, 

2018). 

Temuan ini menunjukkan bahwa guru 

tidak hanya berperan sebagai pendidik di ruang 

kelas, tetapi juga sebagai bagian dari warga 

sekolah yang terlibat dalam praktik pengelolaan 

dana publik. Pengalaman tersebut memiliki 

potensi untuk memperkuat pemahaman guru 

mengenai nilai tanggung jawab dan akuntabilitas 

sebagai bagian dari pendidikan 

kewarganegaraan. 

 

Implikasi Pengelolaan Dana BOS bagi Siswa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun siswa tidak terlibat secara langsung 

dalam pengelolaan dana BOS, mereka 

memperoleh dampak tidak langsung dari praktik 

pengelolaan dana tersebut. Dana BOS 

berkontribusi terhadap penyediaan sarana 

pembelajaran, fasilitas sekolah, serta kegiatan 

pendukung yang menciptakan lingkungan 

belajar yang lebih kondusif. Kondisi ini 

mendukung kelancaran proses pembelajaran dan 

memberikan pengalaman belajar yang lebih baik 

bagi siswa. 

Selain dampak material, pengelolaan dana 

BOS juga memberikan implikasi nilai bagi siswa 

melalui budaya sekolah yang dibangun. Praktik 

keterbukaan dan tanggung jawab yang 

ditunjukkan oleh pihak sekolah menjadi contoh 

nyata bagi siswa mengenai bagaimana sumber 

daya publik dikelola secara bertanggung jawab. 

Melalui pengalaman sehari-hari di lingkungan 

sekolah, siswa belajar mengenai nilai kejujuran, 

amanah, dan tanggung jawab melalui 
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keteladanan yang ditampilkan oleh guru dan 

pengelola sekolah. 

Dengan demikian, pengelolaan dana BOS 

di SD Eka Tjipta 01 Telen tidak hanya 

berdampak pada aspek administratif dan 

operasional sekolah, tetapi juga memiliki 

implikasi edukatif yang berkaitan dengan 

pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan dan 

moral siswa. Budaya sekolah yang menekankan 

transparansi dan akuntabilitas menjadi sarana 

pembelajaran kontekstual bagi siswa dalam 

memahami nilai-nilai kewarganegaraan secara 

tidak langsung. 

Untuk menegaskan keterkaitan antara 

temuan empiris tersebut dengan nilai-nilai 

pendidikan kewarganegaraan, hasil penelitian 

selanjutnya disintesiskan secara analitik 

sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Sintesis Temuan Pengelolaan BOS 

dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan 

Fokus 

Temuan 

Praktik 

Pengelolaan 

Dana BOS 

Nilai 

Pendidikan 

Kewarganeg

araan 

Perencanaan 

keuangan 

sekolah 

Penyusunan 

RKAS 

berdasarkan 

kebutuhan 

dan prioritas 

sekolah 

Tanggung 

jawab 

terhadap 

kepentingan 

publik 

Pelaksanaan 

penggunaan 

dana 

Pemanfaatan 

dana untuk 

kegiatan 

pembelajaran 

dan 

operasional 

Kepedulian 

terhadap 

kepentingan 

bersama 

Transparansi 

pengelolaan 

Penyampaian 

informasi 

penggunaan 

dana kepada 

warga 

sekolah 

Kejujuran 

dan 

keterbukaan 

Kepemimpi

nan sekolah 

Peran kepala 

sekolah 

dalam 

pengawasan 

dan 

pengambilan 

keputusan 

Keteladanan 

dan 

akuntabilitas 

Peran guru 

dan dampak 

bagi siswa 

Pemanfaatan 

fasilitas 

pembelajaran 

dan 

pembentukan 

Internalisasi 

nilai 

kewarganegar

aan dan 

moral 

budaya 

sekolah 

 

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1, 

dapat dipahami bahwa pengelolaan dana BOS di 

SD Eka Tjipta 01 Telen tidak hanya berfungsi 

sebagai mekanisme administratif, tetapi juga 

mengandung dimensi edukatif yang relevan 

dengan pendidikan kewarganegaraan dan 

pendidikan moral. Keterkaitan antara praktik 

perencanaan, pelaksanaan, transparansi, serta 

peran kepemimpinan dan guru menunjukkan 

bahwa pengelolaan dana BOS berpotensi 

menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi 

warga sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa 

nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, 

kepedulian, dan akuntabilitas dapat 

terinternalisasi melalui praktik pengelolaan dana 

publik di lingkungan sekolah. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) di SD Eka Tjipta 01 Telen telah 

dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan yang terstruktur dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik 

pengelolaan tersebut tidak hanya berfungsi 

untuk mendukung kebutuhan operasional 

sekolah, tetapi juga menunjukkan adanya upaya 

menjaga keteraturan administrasi dan 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana 

publik secara sistematis. 

Praktik transparansi dalam pengelolaan 

dana BOS yang diterapkan di sekolah tercermin 

melalui keterbukaan informasi kepada warga 

sekolah serta penyusunan laporan penggunaan 

dana secara berkala. Keterbukaan ini 

berkontribusi dalam membangun kepercayaan 

internal dan menciptakan iklim pengelolaan 

keuangan yang bertanggung jawab. Meskipun 

tingkat pemahaman dan keterlibatan warga 

sekolah masih beragam, praktik transparansi 

yang berjalan telah menjadi fondasi penting bagi 

penguatan budaya akuntabilitas di lingkungan 

sekolah. 

Peran kepala sekolah dan guru terbukti 

memiliki kontribusi signifikan dalam 

memastikan pengelolaan dana BOS berjalan 

sesuai perencanaan. Kepemimpinan kepala 

sekolah dalam pengawasan dan pengambilan 

keputusan, serta peran guru dalam pemanfaatan 

dana untuk kegiatan pembelajaran, 

menunjukkan adanya sinergi antarwarga sekolah 
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dalam mengelola sumber daya publik. Kondisi 

ini mencerminkan praktik kepemimpinan dan 

partisipasi yang sejalan dengan nilai-nilai 

pendidikan kewarganegaraan. 

Implikasi pengelolaan dana BOS tidak 

hanya dirasakan pada aspek administratif dan 

fasilitas pembelajaran, tetapi juga pada 

pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan dan 

moral siswa. Melalui budaya sekolah yang 

menekankan keterbukaan, tanggung jawab, dan 

keteladanan, siswa memperoleh pengalaman 

belajar kontekstual mengenai pengelolaan 

sumber daya publik secara tidak langsung. 

Dengan demikian, pengelolaan dana BOS di SD 

Eka Tjipta 01 Telen memiliki potensi sebagai 

sarana penguatan pendidikan kewarganegaraan 

dan pendidikan moral dalam kehidupan sekolah. 
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